
ABSTRAK 

 

Hak memperoleh informasi secara nasional telah diatur dalam Konstitusi 

Republik Indonesia yaitu Pasal 28F Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tanggal 30 April 2008 kemudian lahirlah 

(diundangkan) Undang Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik yaitu 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Undang Undang ini mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun setelah diundangkan yang 

didalamnya diatur mengenai sengketa informasi publik yang timbul dalam 

pemenuhan upaya pemenuhan hak untuk memperoleh informasi serta prosedur 

penyelesaiannya. Implementasi dari lahirnya Undang Undang ini dibentuklah suatu 

Lembaga Independen yang bertugas untuk menjalankan dan mengawasi jalannya 

Undang Undang ini serta bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik 

yaitu Komisi Informasi. Komisi Informasi di Negara Republik Indonesia telah 

tersebar diberbagai daerah salah satunya di Yogyakarta yaitu Komisi Informasi 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY).  

Sengketa Informasi Publik yaitu sengketa yang terjadi antara Pengguna 

Informasi dan Badan Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan 

menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Komisi 

Informasi Provinsi DIY berperan sebagai lembaga independen yang bertugas 

menyelesaikan sengketa informasi publik secara Mediasi dan/atau Ajudikasi Non 

Litigasi. Tujuan penenulisan ini yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa 

informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DIY setelah berlakunya UU KIP 

serta kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian adalah 

penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisa data-data yang berkualitas 

saja. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu ditingkatkan mengenai sarana dan 

prasarana di Komisi Informasi Provinsi DIY serta melakukan sosialisasi Undang 

Undang KIP ini kepada Badan Publik atau Pejabat Publik dan Masyarakat di 

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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